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ABSTRAK

Perwalian anak merupakan kewenangan vang diberikan kepada seseorang unfuk
mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum berdasarkan pada Kepentingan anak.
Penvelesaian perkara perwalian oleh Pengadilan Agama wnumnya terjadi karena
perceraian. Adapun perumusan masalah penulis disini, vakm . 1, Proses Pelaksanaan
penetapan perkara perwalian anak pada Pengadilan Agama Padang, 2. Penyelesaan
perselisthan  perwalian anak oleh Pengadilan  Agama Padang sielah  tenadinya
perceraian, 3. Kendala-kendala vang dihadapi oleh Pengadilan Apama Padang terhadap
perkara perwalian anak.

Eerdasarkan perumusan masalah di alas, tujuan penclinan mn antara lan |
untuk mengetahur bagaimana  proses pelaksanaan penetapan perwalian anak pada
Pengadilan Apama Padang, 2. Untuk mengetahw bagaimana penyelesman persclisihan
perwalian anzk oleh Penpadilan Agama Padang setelah tenadinya perceraian, 3. Untuk
mengetahut kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Padang
terhadap perkara perwalian anak

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, penulis melakukan penelitim
dengan mengpunakan metode L Wawancara dengan Hakim Pengadilan - Agama
Padang vakni, Bapak Yo. Amran vang dilskukan dengan mengiajukan beberapa
pertanyaan berkaitan dengan permasalahan yang ditelitt2. Studi kepustakaan yaitu
dengan mempelajari melalui kepustakaan atau melalui literatur-literatur yang berkatan
denpan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan penclitian vang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan | 1
Proses pelaksanaan penctapan perkara perwalian dilakukan setelah mendengar keluarga
dari pihak bapak atau keluarga dan pihak b Dalam menetapkan siapa yang akan
menjadi wali harus mengutamakan pada keluarga dekat dan anak, 2. Jika terjad)
perselisihan  mengenar  perwabian  anak  selelah  terjadimya  perceraian, maka
penyelesaiannya oleh Pengadilan Agama Padang dilakukan berdasarkan keterangan dan
bukti-bukt tertulis vang diajukan oleh para pihak dipersidangan dengan memperhatikan
pada kepentingan anak semata, kepada siapa pemeliharaun dan pendidikan anak dapal
terjamin dengan baik. 3 Kendala-kendala yang ditemui olel Penpadilan Agama Padang
menvangkut tentang besarnva nafkah dan biaya pemeliharaan serta pendidikan anak
akibat perceraian yang harus diberikan setiap bulunuya oleh bapak dim s~=k rang
bersangkutan, sikap dari keluarga dekat si anak apabila perwalian itu dilakukan oleh
orang lam, dan pengetabuan wali akan tupas dan kewaiibannyva techadap anak Jika
perwahan it mula dijalankan,
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A, Latar Belakang

Salah sau wjuan dan perkawinan adalah untuk memperolel keturunan
sebagal penerus penerasi. Anak yang dilahirkan dart suatu perkawinan merupakan
amangh yang wajib diyjaga, dilindungi dan dipebhara schingga dia menjadi
manusia yang benlmu, beniman, dan bertaqwa serta mandiri. Upayva meambangun
anak vang beruman dan bertagwa kepada Tuhan  haruslab berawal darn suatu
perkawinan yang sah menurut ajaran agama dan peraturan perundanp-undangan
vang berlaku,

engaturan masalah perkawinan di lndonesia digantomkan dabwm LG
No.l Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan
Pemerintah No.9 Tahun 1975 Dengan adanva persturan i, sccara yuridis formal
telah berlaku satu hukum nasional yang mengatur masalah perkawman  di
[ndoresss,

Seami-Isten didalam suatu perkawinan meanpunvan, hak dan kedudukan
vang seimbang, Hal tersebut diatur dalam pasal 31 ayat 1 UU Perkawinan No. |
Tahun 1974 vang menvebutkan

“hak dan kKeduduban isten adalah seimbang dengan hak dan kedudukan

suamy dalam kehidupan rumah langga dan perzaulan hidup bersama dalam

masyarakat,”
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Jadi masmg-masing pihak harus menyadart hak dan kewajibunnya  dalam
membing rumah tangea, terutama kewajiban untuk memelihara dun mendidik
anak-anaknya sammpal mandir

Kelahiran anak sebapgai akibat hubungan hukum membawa konsckuens:
hukum, berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orangtua dan

anaknya | Anak bukan saja sekedar hasil dari sebuah perkawinan, melaimkan 1a

juga merupakan wujud nyata tanggungiawalb yang harus diemban oleh kedua

orangtuanya. sebagai pengasub pertama dan vang utama di dalam mendidik anak
agar tidak mendapat perlakuan-perlakuan vang salah yang dapat menyebabkan
anak tersebut berperilaku menyimpang dan perkembangan hidup vang tdak
WHIAr

Membina rumah tangpa yvang bahagia dan kekal merupakan harapan setiap
manusia. Namun kebahapian vang kekal tidak selamanya dapat dicapa oleh
setnua pasangan suami-istri dalam suatu perkawinan, Suatu kenvataan hidup vang
harus dihadapi oleh seorang anak yang masih di bawah umur manakala si anak
sudah  tidak  mempunvai  kedua orangtua, misalnya orangtuanya  berceral.
meningual dunia atau orangtua tidak dapat menjalankan wewenanganiyi sebagal
orangtua. Meskipun semasa hidupnya mercka meninggalkan harta bendu vang
cukup vang dapat digunakan untuk masa depan si anak agar unak tersebut dapat
hidup dengan wajar tanpa kekurangan sesuatupun, Namun dalam kesehariannya
anak  tersebut  membutuhkan seseorang  untuk  mengurus  Lenentincannva,

memelihara anak tersebut dengan baik dan mengarur harta bendanya agar dapat

YL Wan Apeldorn, Penganiar Thng Hukum, Pradiva Pacgmitg, Jakaria Cet Ke-bo, 1980, Hal 53
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KESITMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Pada bab i penubs akan mengemukakan kesimpulan dan pembahasan
pembahasan serta informasi yang telah dibahas dan diperoleh sebelumnya.
Adapun kesimpulannya adalah scbagai berikut
|. Bahwa perkara perwalian anak terbagi dua bentuk, yakni bentuk perkara
permohonan, yang hanva terdapat satu pihak vang berkepentingan dan ndak
mengadung unsur sengketa. Yang kedua adalah berbentuk gugatan perdata,
maksudnya perwalian anak digjukan bersamaan dengan tuntutan cera, batk
itu cerai talak maupun cerai gugat. Mengenal proses penelapan wali oleh
Pengadilan Agama Padang dilakukan setelah mendenpar keluarga dari pibak
bapak dan keluarga dari pihak ibu Hakim dalam menetapkan siapa vang
berhak wuntuk menjadi wal barus mempriontaskan ierletnb dahulu pada
keluarga dekat dan anak vang akan dilakukan perwahan
2. Bahwa jika terjadi perselisthan mengenar perwalian anak setelah terjadinya
perceraian, maka penyelesaiannya oleh Pengadian Agama Padang dilakukan
herdasarkan keterangan dan bukti-hukti tertulis vang diajukan olch masing-
masing pihak dipersidangan, vang akan dijadikan pertimbanean bagi hakim
vang mengacdili perkara tersebut untuk mengeluarkan putusa berupa penetapan

mengenat kepada siapa hak perwalian itu akan diserahkan, kepada 1bu atau
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